Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

(1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO

. bahwa guna mendukung penyelenggaraan otonomi daerah

di Kabupaten Purworejo yang nyata dan bertanagung -
jawab diperlukan adanya peran serta masyarakat se-
cara aktif untuk meningkatkan penyelenggaraan peme-
rintahan ,pembangunan dan kemasyarakatan di Daerah;

bahwa peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam
bentuk sumbangan kepada Daerah baik berupa uang atau
barang ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan

b , perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Purworejo tentang Penerimaan Sumbangan pihak ke
tiga kepada Daerah.

. Undang-undang Nomor 13 Tahun 13950 tentang Pem-

bentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerin-

tahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Repu-
publik Indonesia Nomor 3839 );

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Per-

imbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
38952 );

. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang

Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Da-
erah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Ne ara ;

Indonesia Nomor 4022 ); g HEBUBALY



E, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26
Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Pur-

worejo ( Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun
2000 Nomor 27 );

7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 28 Ta-
hun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Purworejo ( Lembaran Daerah Kabu-
Paten Purworejo Tahun 2000 Nomor 31 ).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENERI-
MAAN SUMBANGAN PIHAK KE TIGA KEPADA DAERAH.

B/A B 'E
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
. Daerah adalah Kabupaten Purworeijo
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purworejo
. Bupati adalah Bupati Purworeijo
. sumbangan Pihak ketiga Kkepada Daerah adalah Pemberian pihak
ketiga kepada Daerah secara sukarela,tidak mengikat perolehan
nya, oleh pihak ketiga dan tidak bertentangan dengan Peratur-
an perundangan yang berlaku, baik berupa uang atau disamakan
dengan uang, maupun barang-barang baik yang bergerak atau yang
tidak bergerak
5. Pihak ketiga adalah setiap orang atau Badan Hukum dimanapun
domisilinya tanpa membedakan Kewarganegaraan atau asal usulnya
yang memberikan sumbangan sesual Peraturan Perundangan yang
berlaku
6. Dipenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purworejo.
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BAB II
BENTUK SUMBANGAN
Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah dapat menerima suatu sumbangan dari Pihak
Lk@miq, ’ gang-diherikan secara sukarela dan tidak mengikat.
(2) Sumb - sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini,
 dapa *bq;upu pemberian hadiah,donasi dan atau lain-lain

Jangan yang serupa itu yang diherikan oleh pihak ketiga.
ian sumbangan Pihak ketiga kepada Pemerintah Daerah
dimaksud dalam ayat (1) pasal ini,tidak mengurangi
pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara
rah seperti pembayaran Pajak dan Kewajiban-
| sesual dengan Peraturan Perundangan yany

.....



s BAB III

KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Dipenda dengan dibantu oleh Dinas-dinas dan Instansi Ver-

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

tikal yang ada di Daerah menyelenggarakan Penerimaan sum-
bangan Pihak ketiga oleh Daerah sebagaimana dimaksud da-
lam pasal 2 Peraturan Daerah ini.

Semua hasil Penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud da-

lam ayat (1) Pasal ini,yang berbentuk Uang atau yang di-
samakan dengan uang sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah.

Sumbangan dalam bentuk barang baik yang bergerak maupun
tidak bergerak,vang sebelumnya dibebani kewajiban kepada
Negara dan daerah,dengan dipindahtangankan sebagai  sum-
bangan maka kewajiban tersebut tidak hapus.

Sumbangan dalam bentuk barang baik yang bergerak maupun
tidak bergerak langsung diikuti penyerahannya kepada FPe-
jabat yang berwenang dan dicatat dalam daftar Inventarli-
sasli FKekayaan milik Daerah yang pengelolaannya sesual
dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Sumbangan baik berupa uang atau barang yang diberikan
oleh pihak ketiga kepada pejahat daerah harus disebutkan
kepada Instansi terkait.

BAB 1V

KETENTUAN PENGELOLAAN

Pasal 4
Hasil Penerimaan Sumbangan Pihak ketiga sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, harus
dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Sumbangan yang diperoleh dari pihak ketiga oleh Daerah
sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah

ini harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya
1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

3 Pasal 5

an Pihak ketiga yang diperoleh Dae

‘Peraturan rah - rah sebelum
é;ﬂnd:ngan .gziaturaihé yang didasarkan pada
nva : aerah dan '. an
inyatakan tetap berlaku, atau Keputus




- Peraturan Daerah ;151 MIlal Berlak age
diundangkan. S0 1 mulai berlaku pada

*‘T]ggai

Agar setiap orang dapat mengetahuin il Uy
b o inya,memerintahkan Pe-
ngundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalar
g _ _ tanny am

Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo. g s

Disahkan di Purworejo.

Pada tanggal 30 kiei 2001

BUPATI PURWOREJO,

MARSALD

Di Undangkan di Purworejo
pada tanggal 11 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
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